PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR | TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2011
tentang tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Manitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Walikota nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun
2012 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menerbitkan Peraturan Walikota
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

/a:.
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. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indinesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomer 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana ([Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 5430); as /
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Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587}, sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat 1 Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten
Daerah Tingkat [I Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara
dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomeor 89);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik [ndonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5163); L /
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Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemenntah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);

Peraturan Dacrah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Semarang Tahun 2007 Nomor | Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Semarang Tahun 2013 Nomeor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 83);

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kola
Semarang Tahun 2007 Nomor 11 seri E, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor B); "
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA  TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DAR!I ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Semarang.

2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Pemerintah Daerah lainnya adalah Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota
selain Pemerintah Kota Semarang.

4. Walikota adalah Walikota Semarang.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
DPRD Kota Semarang,

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
perangkat  dacrah pada pemerintah daerah  selaku  pengguna
anggaran/pengguna barang.

7. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Dacrah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah.

8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnyva disingkat PPKD
adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak secbagai bendahara umum daerah

9. Pengguna anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna
anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang
dipimpinnya.

10. Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah vang selanjutnya disingkat
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang,.

11. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Semarang yang dibentuk dengan
Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai
tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka
menyusun APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD
adalah rencana kerja dan anggaran Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah selaku Bendahara Umum Daerah,
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Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD
adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program,
kegiatan dan anggaran SKPD,

Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-
PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-
SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap
SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna
anggararn.

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah
kepada pemerintah pusat atau pemerintah daecrah lain, Badan Usaha Milik
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik
telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,
serta fidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah,

. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari

pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yvang dapat menimbulkan
potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu,
keluarga, kelompok dan/atau masyvarakal sebagai dampak krisis sosial,
krisis ekonomi, krisis politik, fenomeéna alam dan bencana alam yang jika
tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak
dapat hidup dalam kondisi wajar,

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.

Badan/Lembaga adalah organisasi yang dibentuk oleh masvarakat Warga
Negara Republik Indonesia yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang
dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan atau memiliki
Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Walikota atau berupa
kelompok masyarakat yang keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat
dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penectapan darni
pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesual dengan
kewenangannya.

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk
oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi,
kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk
berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang berbadan
hukum Indonesia yang mendapatkan pengesahan badan hukum dari
Kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. .



BABII
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup  Peraturan Walikota ini meliputi penganggaran,
pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan soesial yang bersumber
dari APBD.

Pasal 3

(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang,
barang, atau jasa,

(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa
uang atau barang.

Pasal 4

(1) SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan Sosial ditetapkan dengan
Keputusan Walikota;

(2) SKPD pengelola hibah dan/atau bantuan sosial mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. menerima usulan/proposal dari pemohon untuk disampaikan kepada
Walikota, khusus usulan/proposal bantuan sesial dapat sccara kolektif;

b. melakukan evaluasi terhadap usulan/proposal yang diajukan olch
pemochon;

c. membuat rekomendasi hasil evaluasi terhadap usulan/proposal untuk
disampaikan kepada Walikota melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD);

d. menyusun perencanaan hibah dan bantuan sosial dalam Rencana Kerja;

e. menyusun Keputusan Walikota tentang penctapan penerima hibah dan
Jatau bantuan sosial; dan

. menyiapkan dokumen administrasi berupa Naskah Perjanjian Hibah
Daerah, kwitansi dan Berita Acara Serah Terima.

BAB IlI
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Pemberian hibah dilakukan sesuai kemampuan keuangan daerah.

{2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib
dan belanja Urusan Pemerintahan Pilihan,

(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah
sesuai urgensi dan  kepentingan daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan,
rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. e



(4) Asas Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] adalah
keseimbangan distribusi pemberian hibah.

(5) Asas Kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan
atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

(6) Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa
pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.

(7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

(8) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi
kriteria paling sedikit :
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau secara tidak terus
menerus  setiap tahun  anggaran sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah kecuali ditentukan lain cleh peraturan perundang-
undangan;

¢. memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung
terselenggaranya  fungsi  pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan.

d. memenuhi persyaratan penerima hibah,
Pasal 6
Hibah dapat diberikan kepada ;
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
¢, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dan/atau:
d

. Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan
Hukum Indonesia.

Pasal 7
(1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebapaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga
pemerintah non kementerian vang wilayah kerjanva berada dalam wilayah

dacrah dan bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan
fungsi pemerintahan di daerah.

(2) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a dilaporkan pemerintah daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Keuangan setiap akhir tahun anggaran.

(3) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya scbagaimana dimaksud dalam
Pasal & huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran
daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.

{(4) Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam
Pasal & huruf c diberikan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(5) Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal & hurufl ¢ diberikan dalam rangka meneruskan hibah F?p



diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Hibah kepada badan dan lembaga scbagaimana dimaksud dalam Pasal &
huruf d diberikan kepada Badan dan Lembaga:

a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

b. yang bersifat nirlaba, sukarcla dan sosial yang tclah memiliki Surat
Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri,
Gubernur atau Bupati/Walikota; atau

c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa
kelompok masyarakal/kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat,
dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau
pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan
instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait
sesuai dengan kewenangannya.

(7) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diberikan kepada
organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan yang
telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang
membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai peraturan
perundang-undangan.

(8) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan tidak boleh dipergunakan
untuk membiayai kegiatan olahraga profesional.
Pasal 8

(1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
avet (6] diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. memiliki kepengurusan yang jelas didaerah yang bersangkutan;

b. memiliki surat keterangan domisili dari lurah setempat; dan

¢, berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang
bersangkutan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (7) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan
hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah vang
bersangkutan; dan

c¢. memiliki sekretariat tetap didaerah yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 9

(1) Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Nega7 P

”
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atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga serta organisasi
kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 6 dapat menyampaikan
usulan/proposal hibah secara tertulis kepada Walikota.

Usulan/proposal untuk permchonan hibah berupa uwang paling sedikit
memuat :

a.

latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan yang diajukannya usulan/proposal oleh
calon penerima hibah;

maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
dilaksanakannya kegiatan yang akan dibiayai oleh dana hibah;

susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari
badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan
usulan/proposal hibah;

domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat lengkap
sekretariat dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang
mengajukan usulan/proposal hibah dan nomor telepon yang dapat
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan
dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

jadwal pelaksanaan kegiatan, berisi uraian tentang waktu dan tempat
pelaksanaan kegiatan yvang akan dilaksanakan oleh calon penerima
hibah;

rincian Kebutuhan Anggaran/Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan

termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan
lainnya;

tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/
ketua) serta stempel/cap badan, lembaga atau organisasi

kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat
setempat sesuai dengan domisili sekretariat.

Usulan/proposal untuk permohonan hibah berupa barang paling sedikit
memuat !

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai

fakta-fakta dan permasalahan- permasalahan yang melatarbelakangi
digjukannyva usulan/proposal hibah oleh calon penerima hibah;

maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
digjukannya permohonan hibah oleh calon penerima hibah;

susunan kepengurusan, berisi uraian tentang susunan pengurus dari
badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang mengajukan
usulan/propesal hibah;

domisili sekretariat, berisi uraian tentang keberadaan/alamat lengkap
sekretariat dari badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan yang
mengajukan usulan/proposal hibah dan nomor telepon yang dapal
dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;

jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis
dan jumlah barang yang dimohon oleh calon penerima hibah: K /

-



. tanda tangan dan nama lengkap calon penerima hibah (pimpinan/
ketua | serta stempel/cap badan, lembaga atau organisasi
kemasyarakatan dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat
sctempat sesuai dengan domisili sekretariat.

(4) Usulan/proposal dievaluasi oleh SKPD pengelola dengan tujuan :

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau
apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar

satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku
saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta
kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
dengan jenis kegiatannya;

¢. memastikan  keberadaan badan, lembaga atau organisasi
kemasyarakatan yang mengajukan usulan/proposal hibah;

d. memastikan domisili/alamat sekretariat badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam proposal
yang diajukan oleh calon penerima hibah;

e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum
dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

f. meminta dokumen- dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain ¢

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

2. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan
scbagai pengurus, dapat berupa akta notaris/keputusan
penunjukan/pengangkatan scbagai pengurus  atau dokumen
lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;

3. surat pernyataan tidak terjadi  konflik internal yang
ditandatangani oleh calon penerima hibah (badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan);

4. surat keterangan terdafltar yang dikeluarkan oleh Menterl Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; surat pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD
terkait; ‘atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari
kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi
manusia.

5. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah vang sah dan/atau
surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh
Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi) serta dilengkapi dengan folo;

6. fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga atau organisasi
kemasyarakatan.

(5) Format Surat Pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf [ angka 3, dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Waliketa ini.

(6) Kepala SKPD pengelola hibah menyampaikan hasil evaluasi beru7*_
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rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD,

(7) Rekomendasi berisi keterangan hasil evaluasi disertai kesimpulan
permohonan hibah dapat disetujui atau tidak disetujui, dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran [I Peraturan Walikota ini.

(8) TAPD memberikan pertimbangan atas rckomendasi sesuai dengan
prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

(1) Rekomendasi kepala SKPD pengelola hibah dan pertimbangan TAPD
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 7 menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran hibah berupa uang, barang dan/atau jasa.

Pasal 11
(1} Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

(3) REA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan
perundang- undangan.

Pasal 12

(1) Hibah berupa uang, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 11 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek dan rincian obyek belanja berkenaan pada RKA - PPKD.

(2) Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi :

Pemerintah Pusat;

. Pemerintah Daerah lain;

Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; dan/atau

Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan

hukum Indonesia.
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(3) Hibah berupa barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (2) dianggarkan dalam kelompok belanja langsung vyang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam
jenis belanja barang dan jasa, cbyek belanja hibah barang atau jasa dan
rincian obyek belanja hibah barang alau jasa yang diserahkan kepada
pihak ketiga/masyarakat pada SKPD.

Pasal 13

(1) Walikota mencantumkan daftar nama penerima, alamat penerima dan
besaran hibah dalam Lampiran Ill Peraturan Walikota tentang Penjabaran
APBD.

(2} Format Lampiran Il Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini, sebagai bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran APB

| o



(1)
(2)

(1)

(2)

(3)

(1

2)
3)
(4)
(5)

(6)

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 14

Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.

Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan
atas DPA-SKPD.

Pasal 15

Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani
bersama oleh Walikota dan penerima hibah.

NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat
ketentuan mengenai:

a. pemberi dan penerima hibah;

b, tujuan pemberian hibah;

c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

d. hak dan kewajiban;

e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

L. tata cara pelaporan hibah.

NPHD ditandatangani oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dan

penerima hibah dengan pendelegasian penandatanganan secara berjenjang
sebagai berikut ;

a. Penyaluran hibah diatas Rp. 200.000.000,- {dua ratus juta rupiah)
ditandatangani oleh Walikota;

b. Penyaluran hibah diatas Rp. 100.000.000,- {seratus juta rupiah) sampai
dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditandatangani oleh
Sekretaris Daerah; dan

c. Penyaluran hibah sampai dengan Rp. 100.000.000,- (seratus juta
rupiah) ditandatangani oleh SKPD/Unit Kerja vang ditunjuk.

Pasal 16

Walikota menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau
Jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan Walikota
berdasarkan Peraturan Dacrah tentang APBD dan Peraturan Walikota
tentang penjabaran APBD.

Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada avat (1) menjadi
dasar penyaluran/penyerahan hibah.

Penyaluran/peényerahan hibah kepada penerima hibah dilakukan setelah
penandatanganan NPHD.

Penyerahan Hibah berupa uang kepada penerima hibah dituangkan dalam
berita acara serah terima uang.

Penyerahan Hibah berupa barang kepada penerima hibah dituangkan
dalam berila acara serah terima barang.

Permintaan pembayaran atas Belanja Hibah dapat dilakukan melalui
Surat Permintaan Pembayaran Lapgsung (SPP-LS] sesuai dengan
peraturan perundang-undangan, v



(7) Kepala SKPKD selaku PPKD mempunyai tugas memproses permintaan

(1)
(2)

3

4

(3)

pembayaran dan péncairan hibah berupa wuang sesuai peraturan
perundang-undangan.

Pasal 17
Proses pembayaran atas belanja hibah dilakukan melalui SKPD.

Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan hibah beserta
proposal hibah kepada SKPD pengelola hibah sesuai bidang
kewenangannya.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam usulan/proposal yang diajukan
menggunakan data terbaru sesuai dengan kondisi dilapangan.

SKPD melakukan verifikasi dan mengesahkan berkas permohonan dan
mengajukan surat permchonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD
selaku Bendahara Umum Daerah dengan kelengkapan sebagai berikut :

Surat Permohonan Pencairan dari Kepala SKPD;
Naskah Perjanjian Hibah Daerah (bermaterai);
Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai);
Pakta Integritas (bermaterai);

°opR oo

Surat Keterangan Transler yvang ditandatangani oleh calon penerima
hibah (bermaterai);

[. Usulan/Proposal pengajuan dari calon penerima hibah yang
dilengkapi dengan Surat Permchonan Pencairan Hibah;

g Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima hibah,

Dokumen- dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan/
proposal yang diajukan oleh pemochon dalam rangka penyusunan
anggaran, antara lain :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima hibah;

b. fotocopy dokumen pendirian/pembentukan badan, lembaga atau
organisasi kemasyarakatan atau penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus, dapat berupa akta notarisfkeputusan penunjukan/
pengangkatan sebagal pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanggungjawabkan;

¢. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani
oleh calon penerima hibah bagi badan, lembaga atau organisasi
kemasyarakatan;

d. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam
Negeri, Gubernur atau Bupati/Walikota; surat pengesahan atau
penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkail;
atau surat keputusan pengesahan badan hukum dari kementerian
vang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;

e. fotocopy bukti kepemilikan/ penguasaan tanah yang sah dan/atau
surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh
Lurah (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan
konstruksi) serta dilengkapi dengan foto;

f. fotocopy rekening bank atas nama badan, lembaga atau organisasi
kemasyarakatan. ez



(6) Surat permochonan pencairan dan format kelengkapan dokumen
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tercantum pada
Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII,
Lampiran X Peraturan Walikota ini.

(7) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud angka 4, mengajukan surat
permeohonan pencairan dana kepada Kepala SKPKD selaku PPKD melalui
Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan Surat Permintaan
Pembayaran Langsung (SPP-LS) beserta dokumen kelengkapannya untuk
diajukan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK] pada SKPKD
selaku PPKD.

(8) PPK SKPKD mempersiapkan dan mengajukan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP} dan Surat Perintah Membayar (SPM] untuk
ditandatangani oleh Kepala SKPKD selaku PPKD,

(9) Surat Perintah Membayar (SPM) beserta kelengkapan dokumen diajukan
kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang ditujukan kepada pemohan Hibah,

(10) Pemohon Hibah dapat mencairkan Surat Perintah Pencairan Dana SP2D
tersebut ke Bank Persepsi yang telah ditunjuk,

(11} Untuk Sekretariat Daerah, penandatangan surat permohonan pencairan
dana dilakukan oleh Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan
dan Kesejahteraan Masyarakat.

Pasal 18

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 19

(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada Walikota melalui PPKD setelah diverifikasi dan disahkan olehh PPK
SKPD yang bersangkutan dengan tembusan SKPD terkailt,

(2) Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) paling sedikit memuat !

a. pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai
pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh penerima hibah;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disusunnya laporan penggunaan hibah;

c. hasil kegiatan, berisi wraian tentang hasil kegiatan vang telah
dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD;

d. realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk
membiayal kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal
hibah yang ielah diajukan kepada Pemerintah Kota Semarang dan
NPHD;

e. penutup, berisi uraian tentang hal-hal yang perlu untuk disampaikan
oleh penerima hibah terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; ¢



(3)

()

(1)

(2)

(1

(1

(2)

{. tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah (pimpinan ketua)
serta stempel/cap badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan;

g lampiran, berisi dokumeniasi kegiatan yang telah dilaksanakan.

Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan
penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Laporan penggunaan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) paling sedikit memuat penjelasan mengenai penggunaan hibah
berupa barang telah sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan
kepada Pemerintah Daerah dan NPHD serta ditandatangani oleh penerima
hibah.

Pasal 20

Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan,
Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja

hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan
pada SKPD terkail.

Pasal 21
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan/proposal dari calon penerima hibah kepada Walikota;
b. Keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah

vang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan/proposal proposal
hibah vang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan

e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah
terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) atas pemberian
Hibah berupa barang.

Forma: pakia integritas sebagaimana dimaksud pada avar (1) huruf d.
dinvatezan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII

Tawaee oz Th " lacas leal
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Pasal 22
Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan hibah yang diterimanya.
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah vang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/proposal proposal
hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang- undangan termasuk kewajiban pembayaran perpajakan
bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa

barang. - /



(3] Format sural pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b, dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran X Peraturan Walikota ini.

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a dan
huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 2 (dua)
bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10
bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain oleh
peraturan perundang- undangan,

(5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek
pemeriksaan.

(6) Penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah diatas Rp.500.000.000,-
(lima ratus juta rupiah) dilakukan pemeriksaan/audit oleh Kantor
Akuntan Publik atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

(7) Penggunaan hibah berupa uang dengan jumlah sampai dengan
Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan pemeriksaan/
audit olch pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan undang-
undangan,

(8) Pembiayaan penggunaan Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), dibebankan pada masing-masing penerima hibah.

(9) Pelaksanaan pemeriksaan/audit oleh Kantor Akuntan Publik atau pejabat
yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus bersifat
atestasi sehingga dapat memberikan pendapat tentang kecukupan
prosedur dan ketentuan yang berlaku wuntuk tujuan pelaporan
pertanggungjawaban.

Pasal 23

(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai
standar akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penyusunan
laporan keuangan pemerintah daerah.

(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran Xl
Peraturan Walikota ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada
anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan
pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas
dan manfaat untuk masyarakat.

(3) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah keseimbangan
distribusi pemberian bantuan sosial. >



(4) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tindakan
atau suatu sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.

(5} Asas Rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2] adalah bahwa
pemberian bantuan sosial harus dapat dinalar dan diterima oleh akal dan
pikiran.

(6) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah bahwa pemberian bantuan sosial diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

Pasal 25

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat
(1) meliputi:

a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang
tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana
atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;

b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan dan bidang
lain yang berperan untuk melindungl individu, kelompok, dan/atau
masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Pasal 26

(1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga
sebagaimana dimaksud pasal 25 huruf a, terdiri dari bantuan sosial
kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yang tidak
dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama,
alamat penerima dan besarannya pada saat penyusunan APBD.

(3) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial
yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila
ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar
bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.

c. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang
direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 27

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana Pemberian bantuan dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a. seleltil;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan:

c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan
tertentu dapat berkelanjutan;

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan
bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang
ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial. +



(3) Kriteria persyaralan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat
{1) hurul b meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas sebagai penduduk Kota Semarang; dan
b. berdomisili dalam wilayah Kota Semarang.

(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus schagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ diartikan bahwa pemberian bantuan
sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran,
kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun
anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) hurufl d bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:

a. rehabilitasi sosial,

b. perlindungan sosial;

c. pemberdayaan sosial;

d. jaminan sosial;

e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.

Pasal 28

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)
huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan
seseorang yvang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan
fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)
huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari
guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan
kebutuhan dasar minimal.

{3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)
huruf ¢ ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat
yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6) huruf d
merupakan skema yvang melembaga untuk menjamin penerima bantuan
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang lavak.

(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayal
(6) huruf e merupakan kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan
terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai
atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi
kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

(6) Penanggulangan bencana scbagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6)
huruf { merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi. (3 /
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(2)
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Pasal 29

Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung
kepada penerima bantuan sosial.

Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara
langsung kepada penerima bantuan sosial.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 30

Anggota /kelompok masyarakal menyampaikan usulan/proposal tertulis
kepuda Walikota dengan dilengkapi proposal.

Walikota menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan/
proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit
memual :

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan/propesal bantuan
sosial oleh calon penerima bantuan sosial;

b.maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
digjukannya usulan/proposal bantuan sosial oleh calon penerima
bantuan sosial;

¢. susunan  kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non
pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan
usulan/proposal bantuan sosial;

d.domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi
uraian tentang  keberadaan |/ alamat dari kelompok masyarakat/
lembaga non pemerintahan yang mengajukan  usulan/proposal
bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-
waktu apabila dibutuhkan;

e. bentuk kegiatan/ rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang
kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima bantuan
sosial atau rencana penggunaan dana oleh calon penerima bantuan
sosial;

f. rincian Kebutuhan Anggaran/ Rencana Anggaran Biaya, berisi uraian
tentang perhitungan mengenai biaya yang dibutuhkan termasuk
rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya;

g. bagi kelompok masyarakat / lembaga non pemerintahan memuat
tandatangan dan nama lengkap pimpinan/ketua serta stempel/cap
organisasi, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat;

h.bagi anggota masyarakat memuat tandatangan/cap jari dan nama
lengkap calon penerima bantuan sosial, dengan diketahui oleh RT/RW,
Lurah dan Camat setempat;

Proposal untuk permohonan bantuan sosial berupa barang sckurang-

kurangnya memuat : e /



(5

a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-
fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatarbelakangi
dilaksanakannya kegiatan dan diajukannya usulan/proposal bantuan
sosial oleh calon penerima bantuan sosial;

b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
digjukannya usulan/propesal bantuan sosial oleh calon penerima
bantuan sosial;

¢. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non
pemerintahan), berisi uraian tentang susunan pengurus dari kelompok
masyarakat/ lembaga non pemerintahan yang mengajukan
usulan/proposal bantuan sosial;

d. domisili kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan, berisi
uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/ lembaga
non pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial
dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila
dibutuhkan;

. jenis dan barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan
barang yang dimohon oleh calon penerima bantuan sosial;

d.bagi kelompok masyarakat [ lembaga non pemerintahan memuat
tandatangan dan nama lengkap pimpinan/ketua serta stempel/cap
organisasi, dengan diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camal setempat;

h.bagi anggota masyarakat memuat tandatangan/cap jari dan nama
lengkap calon penerima bantuan sosial, dengan diketahui oleh RT/RW,
Lurah dan Camat setempat;

Evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (2) bertujuan untuk:

a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar
satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota atau
apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar
satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku
saat itu;

b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta
kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan
dengan jenis kegiatannya;

c. memastikan keberadaan kelompok masyarakat/ lembaga non
pemerintahan yang mengajukan usulan/proposal bantuan sosial (tidak
fiktif);

d. memastikan domisili/ alamat anggota/kelompok masyarakat/ lembaga

non pemerintahan sebagaimana tercantum dalam proposal yang
diajukan oleh calon penerima bantuan sosial;

¢. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial
belum dilaksanakan oleh calon penerima bantuan sosial;

. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai
kebutuhan, antara lain :

1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sasial;

2. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan kelompok masyarakat/
lembaga non pemerintahan atau penunjukan/pengangkatan sebagai
pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan penunjukanjv



pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat
dipertanpggungjawabkan;
3. Surat Pernyataan tidak terjadi kanflik internal yang ditandatangani

oleh calon penerima bantuan sosial (kelompok masyarakat [
lembaga non pemerintahany),

4. Fotocopy rekening bank atas nama anggota /kelompok masyarakat/
lembaga non pemerintahan yang specimennya anggota masyarakat/
pimpinan / ketua dan bendahara.

(6) Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) hurul [ angka 3 dinyatakan dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

(7) Kepala SKPD terkait scbagaimana dimaksud pada ayat (4) menyampaikan
hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Walikota melalui TAPD.

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berisi keterangan
mengenai hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dengan disertai
kesimpulan permohonan bantuan sosial dapat disetujui atau tidak
disetujui, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIlI
Peraturan Walikota ini.

(9) TAPD memberikan pertimbengan atas rekomendasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) sesuai dengan prioritas dan kemampuan
keuangan daerah.

Pasal 31

(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (8) dan ayat (9) menjadi dasar
pencantuman alokasi anggaran bantuan sosial dalam rancangan KUA dan
PPAS.

(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meliputi anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang,
Pasal 32
(1} Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD,

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD scsuai
peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Bantuan sosial berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak
langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek, dan rincian obyek belanja
berkenaan pada PPKD.

{2} Objek belanja bantuan sosial dan rincian obyek belanja bantuan sosial
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Individu dan/atau keluarga;
b. Masyarakat; dan
c. Lembaga non pemerintahan. “ /



(3} Bantuan sosial berupa barang dianggarkan dalam kelompok belanja
langsung yang difermulasikan kedalam program dan kegiatan, vang
diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek belanja bantuan
sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan
diserahkan pihak ketiga/ masyarakat berkenaan pada SKPD.

Pasal 34

(1) Walikota mencantumkan daftar penerima, alamat penerima dan besaran
bantuan sosial dalam Lampiran Il Peraturan Walikota tentang penjabaran
APBD, tidak termasuk bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga
yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

(2) Format Lampiran Il Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada avat
(1) tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini, sebagai bagian
yang tidak dapat terpisahkan dari Peraturan Walikota tentang Penjabaran
APBD.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan

Pasal 35

(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-
PPRD.

(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas
DPA-SKPD.

Pasal 36

(1) Walikota meneclapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial
dengan Keputusan Walikota berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Walikota tentang penjabaran APBD.

(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima
bantuan sosial yang tercantum dalam Keputusan Walikota sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), kecuali bantuan sosial kepada individu dan/atau
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26.

(3) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial kepada individu danj/atan
keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana
dimaksud pada pasal 26 didasarkan pada permintaan tertulis dari individu
dan/atau keluarga vang bersangkutan atau surat keterangan dari pejabat
yang berwenang serta mendapat persetujuan Walikota setelah diverifikasi
oleh BKPD terkait.

(4) Penyerahan bantuan sosial berupa barang kepada penerima bantuan
sosial dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Barang,

{(5) Pencairan bantuan sosial berupa wuang dilakukan dengan cara
pembayaran langsung (LS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Proses pembayaran atas belanja bantuan sosial dilakukan melalui SKPD.

(7) Pemohon menyampaikan surat permohonan pencairan bantuan sosial
beserta proposal bantuan sosial kepada SKPD sesuai bidang
kewenangannya.

(8) SKPD melakukan verifikasi dan mensahkan berkas dan mengajukan surat
permochonan pencairan dana Kepala SKPKD selaku PPKD mclai?



Bendahara Pengeluaran PPKD untuk menerbitkan Surat Permintaan

Pembayaran Langsung (SPP-LS| beserta dokumen kelengkapannya sebagai

berikut :

a. Surat permohonan pencairan dari Kepala SKPD;

b. Berita Acara Serah Terima Uang (bermaterai);

c. Pakta Integritas (bermaterai);

d.Surat keterangan transfer yang ditandatangani oleh calon penerima
bantuan sosial (bermaterai);

e. Proposal pengajuan dari calon penerima bantuan sosial vang dilengkapi
dengan Surat Permohonan Pencairan Bantuan Sosial;

f. Kwitansi bermaterai cukup yang ditandatangani oleh penerima bantuan
sosial;

(9) Dokumen-dokumen pendukung pada saat evaluasi terhadap usulan /

proposal yang diajukan oleh pemohon dalam rangka penyusunan
anggaran, antara lain :

a. fotocopy Kartu Tanda Penduduk calon penerima bantuan sosial;

b. fotocopy dokumen pendirian/ pembentukan organisasi
kemasyarakatan/ kelompok orang atau penunjukan/ pengangkatan
sebagai pengurus, dapat berupa akta notaris/ keputusan
penunjukan/ pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya
yang dapat dipertanggungjawabkan;

€. surat pernyataan tidak terjadi konflik internal yang ditandatangani

oleh calon penerima bantuan sosial (organisasi kemasvarakatan
/ kelompok orang/non pemerintahan),

d. fotocopy rekening bank.

(10) Format kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada avat (8)
huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, tercantum dalam Lampiran XV,
Lampiran XVI, Lampiran XVIl dan Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

(11) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan
Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per penerima bantuan sosial
pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).

Pasal 37

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2] berpedoman pada peraturan perundang-
undangan.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 38

(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menvampaikan laporan
penggunaan bantuan sosial kepada Walikota melalui PPKD dengan
tembusan kepala SKPD terkait.

(2] Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) paling sedikit memuat:
a. Pendahuluan, berisi uraian tentang gambaran umum menegenai

pelaksanaan kegiatan/ penggunaan bant sosial yang telah
dilakukan oleh penerima bantuan sosial; .



(3]

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1}

b. Maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan
disusunnya laporan penggunaan bantuan sosial;

c. Realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran vang telah
dibelanjakan termasuk sisa anggaran yvang tidak digunakan untuk
membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kota Semarang;

d. Penutup, berisi uraian tentang hal- hal yang perlu untuk disampaikan
oleh penerima bantuan sosial terkait dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan;

e. Tanda tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (pimpinan/
ketua) serta stempel/ cap organisasi/ lembaga (bagi kelompok
masyarakat] atau tanda tangan/ cap jari bagi vang tidak mampu tanda
tangan dan nama lengkap penerima bantuan sosial (bagi anggota
masyarakat).

Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan

penggunaan bantuan sosial kepada kepala Walikota melalui kepala SKPD

terkait.

Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (3] paling sedikit memuat penjelasan mengenai

penggunaan bantuan sosial berupa barang telah sesuai dengan proposal
bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah serta
ditanda tangani oleh penerima bantuan sosial.

Pasal 39
Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja
bantuan sosial pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja
bantuan sosial pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan
kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 40

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran bantuan sosial kepada individu
dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 paling lambat tanggal 5 Januari
tahun anggaran berikutnya.

Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] memuat nama
penerima,alamat dan besaran bantuan sosial yang diterima oleh masing-
masing individu dan/atau keluarga.

Pasal 41

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial

meliputi:

a. Usulan/proposal tertulis dari calon penerima bantuan sosial kepada
Walikota atau permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga vang
bersangkutan/surat keterangan dari pejabat yang berwenang/atau
Kepala SKPD yang membidangi;

b. keputusan Walikota tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

¢. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa
bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan
usulan/proposal proposal bantuan sosial vang telah diajukan kepada
Pemerintah Daerah; dan .- /



(2)

(3)

(1

(2)

(3)
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(2)
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d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa
uang atau bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima
Barang) atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Format Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,

dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII

Peraturan Walikota ini.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud avat (1) huruf b dan huruf ¢

dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga

vang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Pasal 42

Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material

atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:

a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;

b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan
sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan/proposal
proposal bantuan sosial yang telah diajukan kepada Pemerintah Kota
Semarang; dan

c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan
perundang- undangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang
termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah
terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima
bantuan sosial berupa barang).

Format surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada
ayvat (2) huruf b, dinyatakan dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a dan
huruf b disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/ SKPD terkait 1
(satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat
tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali
ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢
disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek
pemeriksaan.

Ketentuan mengenai pemeriksaaan/audit sebagaimana dimaksud dalam
ketentuan Pasal 22 ayat (7] berlaku secara mutatis mutandis bagi
penerima bantuan sosial.

Pasal 43

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah
daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang vang belum diserahkan kepada penerima
bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan
dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 44

Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar
akuntansi pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan
diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan dalam penvusunan
laporan keuangan pemerintah daerah. B



(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran XX
Peraturan Walikota ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 45

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah
dan bantuan sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (1)
disampatkan kepada Walikota dengan tembusan kepada SKPD yang
mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Pasal 46
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
46 ayat (2) terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak
sesuai dengan usulan/proposal yang telah disetujui, penerima hibah atau
bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1) Pengesahan badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)
dikecualikan terhadap:

a. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sebelum
berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan, diakui keberadaannya sesuai dengan Undang-Undang
Nomer 17 Tahun 2013;

b. Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum berdasarkan
Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan
Berbadan Hukum (Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen) yang
berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan
konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap
diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu
melakukan pendaftaran sesuai dengan Undang-Undang Nemor 17
Tahun 2013;

c. Organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki Surat Keterangan
Terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya; dan

d. Organisasi Kemasyarakatan yang didirikan oleh Warga Negara Asing,
Warga Negara Asing bersama Warga Negara Indonesia atau Badan
Hukum asing yang telah beroperasi harus menyesuaikan dengan
ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 diundangkan.

(2) Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, hibah dan bantuan sosial
Tahun Anggaran 2016 dapat dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan
dalam APBD Tahun Anggaran 2016 dan telah sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan Walikota ini. H‘-—/



(3) Dalam hal penganggaran hibah dan barituan sosial Tahun Anggaran 2016
belum sesuai dengan Peraturan Walikota ini, hibah dan bantuan sosial
Tahun Anggaran 2016 dapat dianggarkan setelah dilakukan penyesuaian
berdasarkan Peraturan Walikota ini dan ditetapkan dalam Perubahan
APBD Tahun Anggaran 2016.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada Saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota
Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta
Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota Semarang
Tahun 2012 Nomor 20} sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Walikota nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua
Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan
Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 49
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal =1 Me| 2006

\} WALIKOTA SEMARANG/ ;

,_HEN DRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

L~

!
ADI TRIHANANTO
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR |'-‘f



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING
DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DART ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

No Identitas KTP

Alamat

Jabatan -

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian hibah dari Pemerintah Kota Semarang, dengan
ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami tidak
terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan
dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya
tidak benar maka sava bersedia dituntur dimuka pengadilan dan
dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

Semarang,

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

Nama Penerima Hibah

1 WALIKOTA SEMARANG / :

- HENDHRAR PRIHADI



LAMPIRAN 11

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH
KOP SKPD
W

Nomor : Kepada
Sifat  :Penting. Yth. WALIKOTA SEMARANG
Lamp. : Melalui
Perihal :REKOMENDASI Tim Anggaran Pemerintah Daerah

(TAPD)

Kota Semarang

di
SEMARANG

Membaca proposal yvang diajukan oleh . . . . ... ... .... ..
melalui Surat Nomor . . . ....... tanggal . . . ...... . . setelah
dilakukan evaluasi terhadap proposal pemohon yang meliputi
penilaian antara lain :

1. Kelengkapan Administrasi Lengkap  [[JTidak Lengkap[]

2. Domisili Jelas CIridak Jelas [
3. Keberadaan Tidak Fikeif CIFikeif O
4. Nilai yang diajukan Wajar Cridak Wajar [
5. Organisasi terdaftar di Pemda Ya [C] Tidak |

6. Pengelompokan penerima hibah :
[CJ] Badan / Lembaga
[ Organisasi Kemasyarakatan
Catatan :

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas, dapat / tidak dapat *)
disetujui terhadap proposal vang diajukan ( REKOMENDASI
terlampir ).

Demikian sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

Kepala SKPD

Nama
NIP
Catatan
*) [ Beritanda X jika dianggap benar/sesuai

*) Coret yang tidak perlu l
% WALIKOTA SEMM{H.NG/,",

. HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN 111

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWARBAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH YANG DITERIMA

I
NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAH [ Rp )

dst

L]

1 WAL!KOTASE‘.NMRANG,/ 1

HENDRAR PRIHADI
+



LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGOUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PENGGUNAAN DANA HIBAH

Pelerpam / Penggunaan ¢
Ty Sumber Dana Hibah Pemkot Semarang Sumber Dana Lain
Nty Rinecian - - Jumlah Total
b Volume | Satuan | Harga Satuan| Jumlah | Volume | Satuan Harga Satuan | Jumlah
CNgEUnaan
1 2 3 4 5 5] 7 8 9 10 11
Semarang,

hetun Panitia/Ketua Organisasi

1

P

Penvusun RAB
(Bendahara/pejabat teknis |

s WALIKOTA SKEMARANG «

[ 2 o=

AW

THENDRAR PRIFALDI




LAMPIRAN V
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

MUMUK
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, FPERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

KOP SKPD

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Dari ¢ (SKPD pengelola hibah )

Tanggal

Nomor

Sifat

Lampiran:

Perihal : Pencairan Dana Hibah
m

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomer :....

tanggal.., ..o tentang Penetapan Daftar Penerima H:bah !.’ang
bersumber dari Anggam_n Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 20xx dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan,
bersama ini kami mengajukan Nota Pencairan Dana Hibah sebagai berikut :

a.Jumlah Pembayaran vang diminta : Rp. 0,-
(Terbilang)
b. Untuk Keperluan : Pemberian Hibah Kepada (Penerima
Hibah)untuk/dalam rangka (kegiatan yang diadakan)

c. Alamat " M.!amar ptme-rrma mbah}
d. No.Rekening Bank/Bank:.. fas
¢. Berkas persyaratan yang dﬂampwkan* Pmpuaal
Naskah Perjanjian Hibah Daerah

Berita Acara SerahTerima
Surat Pernyataan Tidak Terjadi
Konflik Internal

Kwitansi

Pakta Integritas

Surat Keterangan Transfer

0ao DDDDf

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA SKPD

[1 WALIKOTA SEM!\.RANG//'\.

» HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN V1

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SBERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAM DAN BANTUAN S0OSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A, HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERJANJIAN

Nomor :

TENTANG
PEMBERIAN DANA HIBAH DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG KEPADA

...................................................................................................

KOTA. SEI‘.MRAN(J TAHUN 20..

Pada hari ini ............... tanggal ................ bulan ............... tahun dia riby
vvewserenen e =0 = 204, ) bertempat di Semarang yang bertanda temgan di bawah ini

I. ( NAMA PEMBER] HIBAH | ==scoocmiomsmmosmmmmmmomiamoimmacmmemmeemao e

Jabatan : Walikota Semarang/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/SKFD
.......... , berkedudukan di Semarang, Jalan .............. Nomor ...., dalam
hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di aas
sebagai Kepala dari dan cleh karena itu sah bertindak untuk
dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan
..... rapeemeesss,  NOIBOT  ciisivennes: TABUN ..  tBNggal

......................

i e i T e e S e R e R R e
IE | NAMA PENERIMA HIBAR ) =stnsiisiienmsat it oot iesiad it s =

Jabatan @ Kewua ... Kota Semarang berkedudukan di Semarang,
Jaian ... ... Nomar ..., dalam hal ini bertindak dalam jabarannyvs
gaimana tersebut di atas sebagal Ketua dari dan oleh karena ity
' iz = d &tes Soma oo motE Sermmarang.
ATHET Nomor Tagun e tangpal

tEntang Susunan Pengum&,ﬂ Andalan
....................................... ... Rota Semarang Masa Bakt 20xx -
20xx, untuk selanjumya disebut PIHARK KEDUA msmammm oo

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yvang selanjumnya diseburt
PARA PIHAK masing-masing dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas,
sepakat untuk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Dana
Hibah dari Pemerintah Kota Semarang Kepada ........ccccoveeeeoriiiienronnn. .. Kota
Semarang Tahun 20xx, yang mendasarkan pagda | ———-——-——=-—=—smsmwemmmmramanaaane.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; = e e

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali teralkhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tenteng
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: «----=-==smmmemmmmmoaiaaa o

b



3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
B L - s

4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah; —— e

5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2013; —-eeeo-

6 Peraturan Walikota Semarang Nomor xx Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungiawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; —-weeeemseemrmeaomann

7. Peraturan Walikota Semarang Nomor _... Tahun 20xx tentang Penjabaran
Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran
200K; <= e RLCEEE T e

8. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan
Pemberian Bantuan Dana Hibah kepada ... . Kota Semarang Tahun

[P S RS S A S S S

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan
syaral - svarat sebagai Berikut @ e mmee e

Pasal 1
Pemberian Dana Hibah kepada . e KOta Semarang ditujukan untuk
menunjang pencapaian sasaran pmgrnm dan kegiatan Pemerintah Kota Semarang
dalam bentuk pendanaan kegiatan .............ccceoovviiioniniiains Kota Semarang Tahun
BOXR, e e e e e L e A e R S A S S
Pasal 2

FIHAK PERTAMA memberikan dana hibah kepada PIHAK KEDUA dan
PIHAK KEDUA menerima atas bantuan dana hibah sebesar Rp. 00,- {
terbilang | yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota

Semarang Tahun Anggaran 20xx. dengan rincian sebagai berikut ; ---eoeeue

-------------------- Kegiatam .......c....cccce......, 8ebesar Rp. 00,- | terbilang |; --——————

a Kegiatan ...........ccccnens ..., sebesar Rp. 00,- ( terbilang ); —-----ooomomm o s

D, AN S erU S A, e e
Pasal 3

Sa.am melaksanakan permanian i PARA PlHAN mempunval Hax dan RKewajiban
sehagal BerTlUL | e e s e s e a e

& Hek PIHAK PERTAMA | s<-scrsiimiiisn s ssssss s msoss s e s et

11 Menerima Permohonan Hibah dari PiH*\h hI-_DU-’. vang diseral dﬂ'lga"
Proposal Rencana Negialan] ~e-eemmees s e

2] Menerima Laporan dan PIHAK KEDUA atas Pemberian Dana Hibah: dan ----

3) Menerima Manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK REDUA, —--e-eeee

b. Hak PIHAK KEDUA : ~-rresereessmrmramesnes - R —

1) Menerima Dana Hibah sejumlah Nilai sebagaimana tercanitum dalam Pasal 2
Perjanjian ini; dan ---------

2) Memanfaatkan Dana Hibah sesuai dengan Proposal dan Naskah Perjanjian
L

¢ Kewajiban PIHAK PERTAMA. Memberikan Dana Hibah sebagaimana tercantum

dalam Pasal 2 Perjanjian ini. --- e

5



(1)

(2)

(1)
(2)

(3]

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Kewajiban PIHAK KEDUA : —-----e-remem- SUeE— i

1) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Dana Hibah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini; ——-———---—neeeeeee

2) Melaksanakan penatausahaan penggunaan Belanja Dana Hibah dimaksud
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -—--

3) Mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Hibah dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan -------

4) Menyampaikan laporan penggunaan Dana Hibah dimaksud kepada PIHAK

PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang
T O S O N =

Pasal 4

Penyaluran Hibah berupa uang dilakukan melalui pemindah bukuan dari
Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening PIHAK KEDUA, «cecemmecimaaa .

Penyaluran Dana Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan
dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Dana Hibah oleh
PARR PHIRK . womiieesionemie et i ey b S e £

Pasal 5

Penerima Hibah Wajib menyusun Laporan Penggunaan Dana Hibah vang
disertai dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab, —-----ceseeremmmmmmmaemaaae

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan kepada
Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan

kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, —--------snm-semeomeoeaee

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wapb disimpan oleh Penerima

Hibah sebagai Objek Pemeriksaan. --- SRR —
Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari
Perjanjian Hibah ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (force majeure). ---------

Force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi keadaan-keadaan
sebagai berikut ;| ~——— e —

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-
kejadian lain di luar kemampuan MANUSIA; —====ssseeereessmmmmmmmeesanae

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang
ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK
untuk mengatasinya; dan «=«seememm o e

c. Perubahan kebijakan Pemerintah, vang secara langsung ataupun tidak
langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini. ——-e-eseessveeaes

Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK
KEDUA harus membentahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU
secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya
ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, vang diketahui oleh
Pejabat yang berwenang di tempat terjadinva force majeure, sehingga
berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan
ditunda selama berlangsungnya force majeure. --------------«oeeeemsummmscmmaana .

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2] kejadian
force majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka force majeure
dianggap tidak pernah terjadi, —==—eemeemmm s

Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka
sepenuhnva menjadi tangeungiawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA

dibebaskan dari segala tuntutan hukum. .o, A R T



(2) Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah dimaksud
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. ——————c——eemmeemeee

Pasal 8

PARA PIHAK dalam melakukan tindakan perjanjian ini menerangkan bahwa
terhadap semua pelaksanaan dan akibatnya memilih domisili yang tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, S e e

Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagimana tersebut diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya bermeterai cukup oleh karenanya sah dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum yang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ------

PIHAK KEDUA PIFIAK KESATU



B.HIBAH BERUPA BARANG / JASA

SURAT PERJANJIAN

1 Fo ) o 5 U

TENTANG

PEMBERIAN DANA HIBAH BARANG / JASA DARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG

KEPADA i neeienmnmmmges s e s s ssanes shrs s basssssss vassssassonsms sassatsssmnsonssentsansne
KOTA SEMARANG 'IAHUN 20

Pada hari ini ....cccceeen., tanggal o bulan ............... tahun dua ribu

........ {..-...-20... ) bertempat di Semarang vang bertanda tangan di bawah ini :

( NAMA PEMBERI HIBAH | osmeisiimm o s s st s i 2o i e oo aions

Jabatan : Walikota Semarang/Sekretaris Daerah/Kepala Dinas/SKPD

, berkedudukan di Semarang, Jalan ...... Nomor ...., dalam
haI ini bertindak dalam jabatannva sebagmmana tersebut dJ atas
sebagai Kepala dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan ................ Nomor
L Tahun........ tanggal ........... T tentang...
R U . untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA ---
-------------------------------------- dan ————

M. (WAME PENERIIA BB § e minms s oo i e it it

Jabatan : Ketua ......... Kota Semarang. berkedudukan di Semarang,
Jalan ............. Nomor ...., dalam hal ini bertindak dalam jabatannya
sebagaimana tersebut di atas sebagai Ketua dari dan oleh karena itu
sah bertindak untuk dan atas nama................Kota Semarang,
berdasarkan ............... Nomor.., o TRBRURL v TAREEAL v
tentang Susurnan Pengurua{.ﬂ.nda}an

Rota Semarang Masa Bakt 20xx — 20xx, untuk seianjumva dlsebut
PIHAK KEDUA ~emmme e e e e e e

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA

PIHAR masing-masing dalam kedudukannva sebagaimana tersebut diatas, sepakat
unruk mengadakan Perjanjian Hibah tentang Pemberian Hibah berupa Barang/Jasa

da.* De.mewm:‘n nota Semarang Kepada ,.......cccerimsene... KOA Semarang
ahun 20xx. vang mendasarkan DACGR | mmmmmm e m e e

1 ?c-ra:;;ra: Pemenniah Nomer 38 Tahusn 2005 entang Pengeloizen Heuangsn
DaerAn] —omrm e e e g e s e e e

a2

. Peraturan Menteri Dalam Neger:i Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menrteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daergh; --—-—-----r—-romsommmmrmee e mnemmen

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
dan Bantuan Sesial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
B

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah) ———-— oo e



5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor xx Tahun 20sx tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 20xx; -——----ee-

6. Peraturan Walikota Semarang Nomor xx Tahun 20xx tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; ---—-=---—-——meeeeee e

7. Peraturan Walikota Semarang Nomor ... Tahun 20xx tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran

DRI o s e R e S e e
8. Keputusan Walikota Semarang Nomor xxx/xxx Tahun 20xx tentang Penetapan
SKPD selaku pengelola Hibah dan Bantuan Sosial............c........... Kota Semarang
Tahun 20xx, - e

Perjanjian tersebut ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan dan
syarat - syarat sebagai berikut : -——-—--——- - mrmenee- -

Pasal 1
Pemberian Hibah berupa Barang kepada .................. Kota Semarang ditujukan
untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kota
Semarang dalam bentuk pendanaan kegiatan..............coveviverenneennnnn. Kota Semarang
Tahun 20XK. - sl -
Pasal 2

PIHAK PERTAMA memberikan hibah berupa barang/jasa xxx kepada PIHAK KEDUA
dan PIHAK KEDUA menerima atas bantuan hibah berupa barang/jasa xxx yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
ANEEAran 20K, e e

Pasal 3

Dalam melaksanakan perjanjian ini PARA PIHAK mempunyai Hak dan Kewajiban
sebagal Derikut & -

a. Hak PIHAK PERTAMA : -— S S S R e

1) Menerima Permohonan Hibah berupa Barang/Jasa dari PIHAK KEDUA yang
disertai dengan Proposal Rencana Kegiatan; -

2) Menerima Laporan dari PIHAK KEDUA atas Pemberian Hibah beérupa
Barang/.Jasa; dan e

3) Menerima Manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung dari hasil
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Proposal Hibah PIHAK KEDUA, -

b Hale FIRAR EEDUN 1wt iiassmtiis i
1) Menerima Dana Hibah sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini;

dan ---eeeemmenaenns - o
2) Memanfaatkan Hibah berupa Barang/Jasa sesuai dengan Proposal dan
Naskah Perjanjian Hibah. -s---—r-s--eeesecmsmsmensemsesnnssmmenseeesassanmenm s

c. Kewajiban PIHAK PERTAMA, Memberikan Hibah berupa Barang/Jasa
sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini. ——-—-——=mmemrmmmeemee e

4 Kewajiban FHAR KEIRTA 1 —cmssmsnsomisissias s sk abiassia

1) Memberikan manfaat sesuai dengan tujuan pemberian Hibah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian inij --==-=-==-=-msmrmm oo oo

2) Melaksanakan penatausahaan penggunaan Belanja Hibah dimaksud sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan vang berlaku; ------------

3) Mempertanggungjawabkan penggunaan Hibah dimaksud sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yvang berlaku; dan -----—----eoev

4) Menyampaikan laporan penggunaan Hibah dimaksud kepada PIHAX
PERTAMA Sesuai dengan kefentuan peraturan perundang-undangan yang
e T e A b S T B e S B S T s S s



(3)

(4)

()

(6)

(5)

(6)

(7

(8)

(1)

(2)

Pasal 4

Penyaluran Hibah berupa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dituangkan dalam bentuk penandatanganan Berita Acara Serah Terima Hibah
berupa Barang/Jasa oleh PARA PIHAK. ~= e

Pasal 5

Penerima Hibah Wajib menyusun Laporan Penggunaan Hibah vang disertai
dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab, --——-—--=smmmmemm e

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas disampaikan kepada
Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan
kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait. —------=--msomeememumoecnn

Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah wajib disimpan oleh Penerima
Hibah sebagai Objek Pemeriksaan. ———-—————-mmmmmmeeeeccaee

Pasal 6

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari hak dan kewajiban dari
Perjanjian Hibah ini apabila terjadi Keadaan Memaksa (force majeure). ---------
Force majeure sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi keadaan-keadaan
sebagai berilut : — e

a. Bencana alam seperti banjir, kebakaran, gempa bumi, longsor dan kejadian-
kejadian lain di luar kemampuan manusia; —--—————-a----=-smrsemmmmm e e

e —— - ——

b. Huru-hara, seperti kerusuhan sosial, perang dan kejadian lain yang
ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK
untuk mengatasinya; dan = e

¢. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak
langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Hibah ini, —~—--sem=mm=eex

Dalam hal PIHAK KEDUA mengalami force majeure, maka PIHAK
KEDUA harus memberitahukan kejadian tersebut kepada PIHAK KESATU
secara tertulis paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam sejak terjadinya
ketidakmampuan dalam melaksanakan kewajibannya, vang diketahui oleh
Pejabat yang berwenang di tempat terjadinya force majeure, sehingga
berdasarkan alasan tersebut kegiatan atau sebagian dari kegiatan akan
ditunda selama berlangsungnya force majeure. -~

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kejadian

Jforce majeure tidak diberitahukan kepada PIHAK KESATU, maka force majeure

dianggap tidak pernah terjadi. — e e
Pasal 7

Dalam hal terjadi perselisihan antara PIHAK KEDUA dengan pihak ketiga maka
sepenuhnya menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan PIHAK PERTAMA
dibebaskan dari segala tuntutan RUKUM, == eems e

Apabila terdapat penyalahgunaan dalam menggunakan Dana Hibah dimaksud
maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA dibebaskan dari segala tuntutan hukum. —————--—-ccoeaoemmmae

Pasal 8

PARA PIHAK dalam melakukan tindakan perjanjian ini menerangkan bahwa
terhadap semua pelaksanaan dan akibatnya memilih domisili yang tetap di Kantor
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang, ——-=---—erearesmmsomamsamsmmnscresenmnnnsn



Pasal 9

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan
dan tahun sebagimana tersebut diatas dan dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua)
diantaranya bermeterai cukup oleh karenanya sah dan masing-masing mempunyai
kekuatan hukum vang sama agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. ------

PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
ama Penerima Hib (Nama Pemberi Hibah)

\
Y WALIKOTA SEMARANG/ ’

D

HENDRAR PRIHADI




LAMPIRAN V11

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGOARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGOUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

1.

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NGO S i e panaranis simvannass

Pada hari ini..............tanggal...............bulan.............tahun dua ribu..............., §
kami yang bertanda tangan dibawah ini :

{Nama Pemberi Hibah) ¢  Kepala DPKAD Kota Semarang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas

nama Pemerintah Kota Semarang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Penerima Hibah) . f[Jabatan Penerima Hibah)

berkedudukan di (Alamat Penerima
Hibah)dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama [ Organisasi/ Instansi
Penerima Hibah) selanjutnya
Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan
serahh terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana Bantuan

Hibah Kepada Pihak Kedua sebesar Rp........[(terbilang] dalam rangka
(ceserrsmnrarrnnnnnn.) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang
MO aiiovviinsiiviimsia angghl...nanannas tentang Penetapan Daftar

Fenerima Hibah dan Bantuan Sosial dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Semarang, 20XX
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
(Nama Penerima {Noama Fember

Hibah) Fibah



B. HIBAH BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Nomor : ........ e e i
Pada hari ini.............. tanggal...............bulan.............tahun dua ribu xx
] 31 , kami yang bertanda tangan dibawah ini :
1. (Nama Pemberi Hibah) : Kepala SKPD ....... Kota Semarang,

dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Pemerintah Kota Semarang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. (Nama Penerima Hibah) :  {(Jabatan Penerima Hibah)
berkedudukan di (Alamat Penerima
Hibah) dalam hal ini bertindak untuk
dan atas nama { Organisasi/ Instansi
Penernima Hibah) selanjutnya
Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Hibah yang bersumber dari APBD Kota Semarang Tahun
Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Hibah berupa (barang)
Kepada Pihak Kedua senilai Rp...........(terbilang) dalam rangka (kegiatan vg
dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang
Nomor:.............. tanggal............. tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan
Bantuan Sosial Berupa Barang dan Naskah Perjanjian Hibah Nomor .......... ;
Tahun..... tanggal ...............

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20XX
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
[Nama Penerima Hibah) (Narta Pemberi Hibah)

« WALIKOTA sr-:mw\my %

™

. HENDRAR PRIHADI




LAMPIRAN VIII

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. HIBAH BERUFA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA HIBAH

Saya vang bertanda tangan dibawah ini :
Nama H

No Identitas KTP :

Alamat

Jabatan

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yvang dibiayai dari dana hibah,

dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.
2.

wn

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak vang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)
dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana hibah ini;

. akan menggunakan dana hibah sesuai dengan usulan proposal hibah

dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya
akan mematuhi Peraturan Walikota Semarang Nomor xxx Tahun
20xx tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan  Pelaporan  serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial vang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan
perundang-undangan;

. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana

Hibah yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang.

. apabila saya melanggar hal- hal yang telah sava nyatakan dalam

Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan. Demikian pernvataan ini dibuat
dengan sebenar-benarnya dan penuh tanggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan
Materai/ttd

{ Penerima Hibah)



FANTANTEGR AR PENERIMA HIBAE Saya

2 D=—anda tangan dibawah 1n1:

7~ b

Nar—a No
6] okt 3. 5, W]

\ z =z

R

Zerznéak untuk

Dan atas nama
Dalam rangka pemberian hibah berupa barang dari Pemerintah Kota
Semarang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.

2.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses
penggunaan hibah barang yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan propoesal hibah
dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya akan mematuhi
Peraturan Walikota Semarang Nomor ... Tahun 2011 tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan peraturan perundang-undangan;

. bersedia diaudit oleh instansi vang berwenang atas penggunaan Hibah

barang yvang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang,;

apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, sava bersedia dikenakan sanksi sesual dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggung jawab,

Semarang, 20XX

Yang Membuat Pernyvataan

Mazerai/ud

{ Penernma Hibah|

r

A
1 WALIKOTA SEM.'“.RANG/-\;

HENDRAR PRIHADI
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LAMPIRAN IX

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

KOPSURAT PENERIMA HIBAH

= === === s=ESwooT== —m=m== === =

SURAT KETERANGAN TRANSFER
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
Alamat
Jabatan

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana hibah kepada ...... dalam rangka
..... , dengan ini menerangkan bahwa :

No. Rekening :
Bank :
Atas Nama :

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana hibah tersebut, mohon untuk ditransfer ke
nomor rekening dimaksud,

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Semarang, 20XX
Hormat Saya

{Penerima Hibah)

L ]

1 WALIKOTA SEMARAN(‘/

HENDRAR PRIHADI
| =



LAMPIRAN X

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

A. HIBAH BERUPA UANG

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama I
No [dentitas KTP
Alamat

Jabatan s
Bertindak untuk :
dan atas
nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah telah
menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal hibah dan Naskah
Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan
Walikota Semarang Nomor ..... tahun 20xx tentang Tata Cara
Pengangearan, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial
vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Peraturan perundang-undangan serta saya akan bertanggung jawab mutlak
terhadap penggunaan dana hibah dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penyimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka sayva bersedia mengganti dan menyetorkan keru gian tersebut ke kas
daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran

dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang,............. 20XX
Penerima hibah
Materai/ ttd

(Nama Lengkap)



B. HIBAH BERUPA BARANG

SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA HIBAH
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No Identitas KTP
Alamat

Jabatan
Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menyatakan bahwa saya sebagai penerima hibah berupa (barang)
telah menggunakan (barang) tersebut sesuai dengan proposal hibah dan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah serta pelaksanaannva telah mematuhi Peraturan
Walikota Semarang Nomor ... tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta
Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan serta
saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan hibah berupa
(barang | dimaksud.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa
tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

SEMATANE . .cvvrerrrrrirrnrese 2OXX

Penerima hibah
Materai/ tid

(Nama Lengkap)

1 WALIKOTA SEMARANG / .

¥ HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN X]|

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAL JASA
I. FORMAT LAPORAN REALISAS! ANGGARAN SKPD;

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
|4 b [ ——
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

(Dalam Rupiah)
Nomor : Anggaran Lebih
Urat Uraian Setelah Realisasi (K
Perubahan urang)
1 Pendapatan
11 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan pajak daerah *)
1.13 Pendapatan retribusi  daerah
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah vang Sah
Jumlah
2 Belanja
| 2.1 Belanja Tidak Langsung
2.1.1 Belanja Pegawai
2.2 Helanja Langsung
2.2.1 Belanja Pegawsi
2.2.2 Belanja Barang dan Jasa
2221 Belanja Hibah Barang
22.21.1 Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/ masyarakat
2.2.2.2 Belanja Bantuan Sosial
Barang
22221 Bantuan  sosial barang
vang discrahkan kepada
pihak ketiga /masyarakat
2.2.2.3 Belanja harang untuk
diserahkan kepada  pihak
ketiga/ masyarakat selain
hibah dan bantuan sosial **)
2.2.2.XX Barang/jasa  sclain  hibah
dan bantuan sosial
2.2.3 Belanja Modal

Jumlah

Surplus / [Defisit)

perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi.




II. FORMAT LAPORAN REALISAS] ANGGARAN PPKD :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISAST ANGGARAN PPKD

Anggaran

No Uraian Setelah K'-‘b‘h
Urut Perubahan (Kurang)
1 Pendapatan
L1 Pendapatan Asli Dacrah
L.1.1 Pajak Daerah
1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Dacrah vang
dinisahknn
1.1.4 g:tatn Pendapatan Asli Dacrah yang
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil
L2111 8]
1.21.2 | Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Dava Alam
122 Dana Alokasi Unium
1,23 | DanaAlokasi Khusus
1.3 Lain-lain Pendapatan Dacrah vang Sah
L3l Pendapatan Hibah
132 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnvag
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
kKhusus
1.3.5 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Dacrah lainnva
Jumiah Pendapatan
P Helania
2.1 Belania Tidak Langsung
2.1.2 Belania Bunga
2,13 Belania subsidi
2.14 Belania Hibah
2,15 Belanja Bantuan Sosial
216 Belania Bagi Hasil
217 Belania Bantuan Keuangan
218 Belania Tidak Terduga
Jumiah Belanja
g SURPLUS ADEFISIT
; Pembiavaan Daerah
3.1 Penerimaan Pembiayaan Dacrah
.11 Penggunaan Sil.PA
313 Pencairan Dana Cadangan
3.13 Hasil Penjualan Kekayaan
314 P
315 Penerimaan Kembali Pemberdan

Pcnwnnan Mudal [lnvcstam )

Pemerintah Dacrah
3.23 Pembayaran Pokok Utang
3.249 Pemberian Piniaman Dacrah
Jumiah Pengeluaran
Pembiavaan Nelo
3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran [SILPA)




1. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH

DAERAH
No Uraian SATKER1 | SATKER2 | PPKD | Gabungan
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Dacrah
3 Pendapatan pajak daerah XX XXX 00K
4 Pendapatan retribusi  daerah XXX XK 0K
5 Hasil pengelolaan kekayaan
daerah ymgdipimmmi G il
] Lain-lain PAD yang sah XXX KX RNX
7 Jumlah Pendapatan Asli Dacrah XXX XXX
8 Dana perimbangan xxx o0
o Lain-lain pendapatan vang sah XXX XK
10 Jumlah pendapatan XMX KMX R
11 Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XX XXX XXX X
12.1 Helanja Pegawai XXX xxx
12.2 Belanja Bunga XXX XXX
123 Belanja subsidi XK XXX
124 Belanja Hibah XXX XNX
125 Belanja Bantuan Sosial XXX X%
12.6 Belanja Bagi Hasil o X
127 Belanja Bantuan Keuangan XXX XXX
128 Belanja Tidak Terduga X o
13 Belanja Langsung XxXx xx XK
13.1 Belanja pegawai XXX AKX 3K
13.2 Belanja Barang dan Jasa XXX XXX XX
13.2.1 Belanja Hibah Barang Xxx XXX XXX
13.2.1.1 Hibah barang/jasa vang
diserahkan kepada pihak AKX 000 AHR
ketiga/masyarakat
13.22 Belanja  Bantuan  Sosial S 00K 0%
13.221 Bantuan sosial  barang
vang diserahkan kepada X X BN
pihak ketiga/ masyarakat
13.222 Belanja  barang  untuk
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat  selain o il %
hibah dan bantuan sosial
ey
J
13.2.3 Barang/jasa selain  hibah
e bt B o o o
13.3 Belanja modal XXX 26X XXX
14 Jumlah belanja XXX 00X XXX XXX
I5 Surplus / defisit XX XXX XX XExX
16 Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiavaan XX 200
18 Pengeluaran pem biayaan XX XXX
19 Pembiayaan neto XXX XXX
20 Sisa lebih pembiavaan tahun
berkﬁmmpfsrwﬂ ) o o




B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
__No Uraian | Gabungan | Urainn Pemda |
1 Pendapatlan | Pendapatan
2 FPendapatanAdiDeerah | | Pendupaimn Asli Daersh |
3 Pendapatan pajak daerah XXX Ld Pendapatan pajnk dacrah XXX
4 Pendspatancetribusidaersh | xox ——®  Pendupatan retribusi daersh | oo |
I8 Hasil pengelolasn kekayaan ]
e e . daerab yang dipisahlon ol
& Lain-lain PAD yang sah . xxx —_— Lain-lain PAD yang sah xRN
7 Jumlsh Pendaparan Asli Dacrah XN Jumlah Pensdapatan Asli Daerah XXX
|8 Dana porimbangan X ® Dana transfer e - 18
G Lain-lain pendapatan vang sah XXX = *  Lain-lain pendapatan yang sah X%
Lo Jumiah pendapatan B - “Jumlah pendagatan XX
11 Belunjo ' Belanja
12 Belanja Tidak Langsung Axx Belanja Operasi AKX
12.1 Belan|a Pegawai XXX —*  Helanjn Pegawai XXX
B S R 8 __Belanja Burang, K
124 Subsieli =xx
125  Hibah o Bunga XEX
| 136 Bantuan Sosial XXX Subsidi AKX
| 13 Belanja Langsung PR Hibah %
' Belanjo pegawai L wx - Bantuan Sesial =~~~ x|
! Belanja Barang dan Jnsa woux Belanja Mocin] o
DHibah  barang/jasa yang xx
discrahkan  kepada  pihak
ketiga [ masyaraka:
)Bantuan  somal barang/jasa | "
yang  diserahkan kepada
pihik ketiga / manvarakai
3 Harang /jasa selain 1) dan 2} bl
14 Jumlah belanja | XXX Jumlanh belanpa KX
.18 _ Surplus/defist | axx . Surplun/defisc | xxx
ib Penibinyaan daerah Pembinyaan daerah
|17 Penerimann pembinyaan XX —% FPemerimaanpembiayean = | xxx |
18 Pengeluaran pombiavaan XXX *  Pengelisaran perm buayasn XX
L 19 . Pembiayaan neto Xy _Pembiayaan neto axx |
i 20 Sisa lebih pembinynan twhun | Sisa lebih pemnbiayaan tahun
_berkenaan (SILPA) — e | berkenaan (SILPA)
L
AW Gfa

‘ HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN X1I

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGOARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN  DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK TERJADI KONFLIK INTERNAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini -

Nama

No Identitas KTP :

Alamat

Jabatan :

Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian Bantuan Sosial dari Pemerintah Kota Semarang,
dengan ini saya menyatakan bahwa didalam kepengurusan organisasi kami
tidak terjadi konflik internal.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan
dari pihak manapun, serta apabila dikemudian hari terbukti pernyataan
saya tidak benar maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan dan
dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Semarang, 20xx
Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

......................................

Nama Penerima Bantuan
Sosial

, WALIK SEMARANC/*

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN XI1I

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENCGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SKPD
Semarang,

Nomor } Kepada,

Sifat : Penting Yth. Walikota Semarang

Lampiran : - Melalui

Hal : REKOMENDASI Tim Anggaran Pemerintah
BANSOS Daerah

Kota Semarang

di -
SEMARANG

Membaca proposal yang digjukan oleh ...
melalui  surat Nomor ... tanggal . o ; setelah

dilakukan evaluasi terhadap proposal pemchon yang meliputi
penilajan antara lain

1. Kelengkapan Administrasi Lengka Tidak Lengkap
PL] L]

2. Domisili Jelas [ ] Tidak Jelas [ ]
3. Keberadaan Organisasi Fiktif [ | Tidak Fikeif |
+. Nilai vang diajukan Wajar [_] Tidak Wajar [ ]
5. Pengelompokan penerima bantuan sosial:

[ndividu, keluarga dan / atau masyarakat

Lembaga non pemerintahan

Berdasarkan hasil evaluas: ErSeDUT 6! atas: dapar, udak dapar”
disetujui terhadap proposal vang diajukan | perincian rekomendasi
terlampir ).

Demikian, sebagai bahan pertimbangan lebih lanjur.

Kepala SXPD, ...,
Nama
NIP
Catatan : \ .
*) [ Beri tanda X jika dianggap benar/sesuai A, WALI 4

¥} Coret yang tidak periu

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN XIV

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN [DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKAS] BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA

NAMA PENERIMA

ALAMAT PENERIMA JUMLAH ( Rp |

dst

1

¥ WALIKOTA SEMARANG / 71

HENDRAR PRIHADI
y



LAMFIRAN XV
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATALISAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI]
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KOP SKPD

NOTA DINAS

Kepada : Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang
Dari : (SKPD pengelola bantuan sosial )

Tanggal :

Nomor

Sifat

Lampiran:

Perihal : Pencairan Dana Bantuan sosial

%

Dengan memperhatikan Surat Keputusan Walikota Nomor :........ I —
tanggal........coooovninennnn. tentang Penetapan Daftar Penerima Bantuan Sosial vang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun
Anggaran 20xx dan setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan,
bersama ini kami mengajukan Nota Pencairan Dana Bantuan Sosial sebagai
berikut :

a. Jumlah Pembayaran vang diminta : Rp. 0,-
(Terbilang)
b. Untuk Keperluan : Pemberian Bantuan Sosial Kepada
(Penerima Bantuan sosial) untuk/dalam rangka (kegiatan yang diadakan)
c. Alamat :  (Alamat penerima bansos)
d. No.Rekening Bank /Bank:..........comcimosesiosssnf b e sossssianiss e

Berkas persyaratan vang dilampirkan*: [] Proposal
[] Naskah Perjanjian Bansos
[] Berita Acara SerahTerima
[J Surat Pernyataan Tidak Terjadi
Konflik Internal
[ Kwitansi
[ Pakta Integritas
[] Surat Keterangan Transfer

Demikian nota ini kami sampaikan sebagai bahan dalam proses selanjutnya.

KEPALA SKPD
NIP.

k] WALIKOTA SEMAR.‘\NG/{'

5 HENDRAR PRIFIADI



LAMPIRAN XVI1

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
FELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

OO 3 s e s

Pada hari ini.............. tanggal............... bulan.............tahun dua ribu................ .
kami yvang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Pemberi Bantuan Sosial) : Kepala DPKAD Kota Semarang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kota Semarang selanjutnva
disebut PIHAK PERTAMA,

{Jabaran Penerima Bantuan Sosial)
berkedudukan di (Alamat Penenima
Bantuan Sosial) dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama (individu,
keluarga dan/ atau masyarakat/
lembaga non pemerintahan) selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.

2. (Nama Penerima Bantuan Sosial]

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Bantuan Sosial vang bersumber dart APBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menyerahkan Dana Bantuan
Sosial Kepada Pihak Kedua sebesar (terbilang) dalam rangka (kegiatan yg
dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam Keputusan Walikota Semarang
Nomeor: g T e agaob £ 5y 1 | R ey o tentang Penetapan  Daftar
Penerima Hibah dan Bantuan Sosial.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinva.

Semarang, 20xx
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA

( Penerima Bantuan Sosial) (Pemberi Bantuan Sosial)



B. BANTUAN SOSTAL BERUPA BARANG

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN SOSIAL

NOTHOE 3 ©ovisevrsvniniricosssaviens

Pada hari ini.............. tanggal............... bulan.............tahun dua

ribu................, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. (Nama Pemberi Bantuan Sosial) : Kepala SKPD Kota Semarang, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas
nama Pemerintah Kota Semarang
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.,

2. (Nama Penerima Bantuan Sosial) . (Jabalan Penerima Bantuan Sosial)

berkedudukan di (Alamat Penerima
Bantuan  Sosial) dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama
(individu,  keluarga dan/  atau

masyarakat/ lembaga non
pemerintahan) selanjutnyva  disebut
PIHAK KEDUA.

Bahwa kedua belah pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan serah
terima Pemberian Bantuan Sosial berupa (barang) yang bersumber dari APBD
Kota Semarang Tahun Anggaran 20XX, dimana Pihak Pertama menverahkan

Bantuan Sosial berupa (barang) Kepada Pihak Kedua senilai {terbilang)
dalam rangka (kegiatan yg dilaksanakan) sebagaimana tertuang dalam
Keputusan Walikota Semarang Nomor: ....................... tanggal.........cccoeieninnns

tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial berupa
barang.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga)
agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 20xx
Yang Menerima, Yang Menyverahkan,
PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA
(Penenima Bantuan Sosial) (Pemberi Bantuan Sosial)

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN XVII

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama I
No Identitas KTP :

Alamat

Jabatan X
Bertindak untuk :
Dan atas nama

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana

bantuan sosial, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.
2.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN):

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam
proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan sosial ini;

. akan menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan usulan proposal

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota
Semarang Nomor....Tahun 20xx tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan
perundang-undangan ;

- bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan dana

bantuan sosial yang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;

apabila saya melanggar hal- hal yang telah saya nvatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggung jawab.

Semarang, 20xx

Yang Membuat Pernyataan

Materai/ttd

[ Penerima bantuan sosial)



B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

PAKTA INTEGRITAS PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama

No Identitas KTP :
Alamat
Jabatan
Bertindak untuk :

Dan atas nama

Dalam rangka pemberian bantuan sosial berupa barang dari Pemerintah Kota
Semarang, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1.
2.

tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);

akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila
mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN] dalam
proses penggunaan bantuan sosial berupa (barang) vang kami terima dari
Pemerintah Kota Semarang;

. akan menggunakan barang dimaksud sesuai dengan usulan proposal

bantuan sosial serta pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Walikota
Semarang Nomor..... Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan peraturan
perundang-undangan;

. bersedia diaudit oleh instansi yang berwenang atas penggunaan bantuan

sosial berupa barang vang kami terima dari Pemerintah Kota Semarang;
apabila sava melanggar hal- hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta
Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
peraturan perundang- undangan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan penuh
tanggung jawab.

Semarang, 20xx
Yang Membuat Pernyvataan

Materai/ ttd
( Penerima bantuan sosial)

L]
3 WALIKOTA SEMARANG / “

HENDRAR PRIHADI



LAMPIRAN XV

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  BELANJA
DAERAH

KOPSURAT PENERIMA BANTUAN SOSIAL

Bttt L L L L N T T I T ST I

SURAT KETERANGAN TRANSFER

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama

Alamat
Jabatan

Bahwa untuk keperluan penyaluran dana bantuan sosial kepada ......
dalam rangka ....., dengan ini menerangkan bahwa -

No. Rekening

Bank

Atas Nama

adalah Benar rekening milik (organisasi/instansi penerima hibah)

Selanjutnya untuk pencairan dana bantuan sosial tersebut, mohon untuk
ditransfer ke nomor rekening dimaksud.

Demikian surat keterangan ini saya buat agar dapat dipergunakan
sehagaimana mestinya.

Semarang, 20XX

Hormat Saya

(Penerima Bantuan Sosial)

HENDRAR PRIHADI
[



LAMPIRAN XIX

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN [DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

A. BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN SOSIAL
Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
No ldentitas KTP :
Alamat ;
Jabatan

Bertindak untuk
dan atas nama

Dengan ini menvatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan
sosial telah menggunakan dana bantuan sosial sesuai dengan
proposal  bantuan  sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi
Peraturan Walikota Semarang Nomor.... Tahun 20XX tentang Tata
Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial vang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan serta saya akan
bertanggung jawab mutlak terhadap penggunaan dana bantuan sosial
dimaksud.

Apabila dikemudian hari diketahui terjadi penvimpangan dalam
penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian daerah,
maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian tersebut ke kas
daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan  rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang,...............20xx

Penerima bantuan sosial
Materai/ ttd

{Nama Lengkap)



B. BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

SURATPERNYATAAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA BANTUAN
SOSIAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama

No Identitas KTP
Alamat

Jabatan
Bertindak untuk
Dan atas nama

Dengan ini menvatakan bahwa saya sebagai penerima bantuan sosial
berupa (barang) telah menggunakan (barang tersebut sesuai dengan
proposal bantuan sosial dan pelaksanaannya telah mematuhi Peraturan
Walikota Semarang Nomor ... Tahun 20xx tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan,
pertanggungiawaban dan Pelaporan serra Monitoring dan Evaluasi Hibah
dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Peraturan perundang-undangan vang berlaku seria
saya akan bertanggung jawab mutlak terhadap periggunaan bantuan
sosial berupa (barang ) dimaksud.

Apabila  dikemudian hari diketahui  terjadi penyvimpangan
dalam penggunaannya sehingga kemudian menimbulkan kerugian
daerah, maka saya bersedia mengganti dan menyetorkan kerugian
tersebut ke kas daerah serta bersedia menerima sanksi sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran
dan rasa tanggung jawab serta untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, ... oo eans 20xx
Penerima hantuan sosial

Materai/ trd

I Nama Lengkap)

!
N WALIKOTA SEMARANG / ¢
>
HENDRAR PRIHADI
1%




LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
DARI  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN
SOSIAL BERUPA BARANG DAN/ATAU JABA.
[ FORMAT LAPORAN REALISAS] ANGGARAN SKPD :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

BEPIY Gaosnanaaa
. ara -
Ngmor l Uraian Ag&%:;ahn Realisasi KLeblh
Tt | Perubahan sEhng
bl Pendapatan
1,1 Pendapatan Asli Daerah
111 Pendapatan pajak daerah *) |
M1z Pendapatan retribusi daerah |
11.1.4 Lain-lain Pendapatan Asl i
{ Daerah yvang Sah
! Jumlah
| 2 | Belanja !
2] | Belanja Tidak Langsung | ]
x i W | Belanja Pegawai
2.2 Belanja Langsung
2.211 ___ Belanja Pegawai iy
| 2.2.2 . Belanju Barang dan Jasa
2221 | Helanja Hibah Barang
. E.E.A.I.Ii Hibah barang/jasa yang
' , diserahkan kepada pihak |
| ketiga/masvarakat | ‘
| 2.2:2.2 Belanja Bantuan Sosial ] |
i : Harang I ' |
| XA 23 Banituan sosial barang | ! |
vang diserankan  kepada -
pihak kerigs /masyarakar
2.2.2.3 Belanja Darang untuk
diserahkan kepada  pihak
ketiga /fmasvarakat selain |
hibab dan bantuan sosial *% i
2.2.2.XX Barang/jasa selain  hibah i
dan bantuan sosial
PR BelanjaModal |
B Jumlah
't Surplus / (Defisit)




LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER....

|Dalam Rupiah)
Anggaran :
No Uraian Serelah Realisasi K{.cb.lh
Urut Perubahan {Kurang)
1 Pendanatan !
1.1 Pendapatian Asli Daerah |
1LYl Paialk Daerah
113 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahlan

Lain-lain  Pendaparan  Asli Daerah  vang
Sah

Dang Perimbanean

Dang Bagl Hast

Dana Bagi Hasil Pajak

b b

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam

Dana Alolas Umwm

Dana Alokasi Khusus

Lain-lain Pendonatan Daerah vane Sah

Pendanaran Hibah

Dana Darurat

Dana Bagl Hasil Pajak dariProvinsi

dan Pemerintah Daerab T ainnea

Dana Penvesuaian dan Oronomi
Khusus

Bantuan keuangan dari Provinst atau
| Pemenintah Daerah lainnya

Jumlah Pendanararn

Celania

Belania Tidak Langsune

-

Belania Bunea

Pelania subsidi

= B

Belania Hibah

Belania Bagtuan Sosial

N 1 = .
¥
o

Belanja Bagi Fasil

T
]

Belania Baptuan Keuangan

Fobd | papopopobo po

;ﬁ o

Belania Tidalk Terduea

Jumlah Belania

SURPLUS/DEFISIT]

Pembiavaan Dasrah

Penermaan Pembiavaan Daerab

Peneeunaan SiLPA

[l e

Pencairan Dana Cadangan

I.A'f [_.IJ._.J._AJLJ
TR Y .

Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah vang Dipisahkan

t 319

Penerimeaan Piniamean Daerah

3.0L.5

Penerimaan Kembali Pemberian

Dimioman

3.1.6

Benenmaan Piutang Dacrah

Jumlah Peperimaan

Pengelnaran Pembiavaan Daerah

Pembeniukan Dang Cadangan

Ju (WR (9]

L L L
L

Preas

Petivertaan Modal {Investasi)

BPoemerintab aecah

Pembavaran Pokok Utang

e a2
AR ]
AN ¥V

Pembenan Piniaman Daerab

Jumlah Penseluaran

Pernhiavaan Neto |

3.3

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

w*-J

Khusus untuk SKPD vang melaksanakan tugas pemungutan pajak.

Termasuk penganggaran hadiah vang diberikan pada kegiatan dalam suatu
perlombaait atau penghargaan atas suatu prestasi




II. FORMAT LAPORAN REALISAST ANGGARAN FPKD :

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD

[ No Uraian SATKER1 | SATKER?2| PPKD | Gabungan
] Pendapatan |
2 Pendapatan Asli Daerah i
| 3 | Pendapatan pajak dacrah ! K X0 XXX
4 | Pendapatan retribusi  daerah | 2000 XXX XXX
B | Haslil pengelolaan kekavasan
| del.r:ragn }"E.Ilg dipisahkan PR s
G | Lain-lain PAD yang sah e d 200K e p el
[7 | Jumlah Pendapatan Asli Daerah f P P 00K
8 Dana perimbangan 0 plee
9 Lain-lain pendapatan yang sah | X XXX
10 Jumiah pendapatan 200X x| oEx o
11 | Belanja |
| 12 | Belanja Tidak Langsung 2O WK 3008 200K
| 12.1 | Belanja Pegawai oo XX prared
| 12.2 | Belanja Bunga XXX KKK
123.3 Belanja subsidi XXX XXX
12.4 Belanja Hibah X XXX
125 Belanja Bantuan Sosial , 30 peed
12.6 Belanja Bagi Hasil XXX X
[ 127 Belanja Bantuan Keuangan | XXX XXX
128 | Belanja Tidak Terduga [ | XXX X
I 13 | Belanja Langsung XK NHX XK
13.1 | Belanja pegawai XXX X% X0
13.2 Belanja Barang dan Jasa X X XX
1321 Belanja Hibali Barang HNX NNX XXX
| 13211 Hibah barang/jasa yang |
! diserahkan kepada pihak HEX XXX e e
ketiga/ masyarakat
| 13.2.2 Belanja  Bantuan  Sosial
Bﬁ.ra..'ig ik A i
13.2.2:1 Bantuan  sosial Dbarang
vang diserahkan kepada 20K XK o
pihuk ketiga / masyarakat
13.2.2.2 Belanja  barang  umntuk
diserahkan kepada pihak '
keliga masvarakat selain | e T ——
; hibah dan bantuan sosial
| il
1323 5&”-"'__"% asa sS4y uDan oo oo oo
EF = LY 1 B R W
13.3 Belanis modea: TN ovn poucwd
| 14 : Jumlah pelamya Ao R ey 00
15 | Surplus  defisit o 30K XXX XXX
16 | Pembiavaan daerah '
17 Penerimaan pembiavaan ' 2 o
18 Pengeluaran pembiavaan XX XXX
19 Pembiayvaan new A0 X
20 Sisa lebih pembiavaan rahun | s P
| berkenaan | SILPA) .




[ll. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN
FPEMERINTAH DAERAH
B. BANTUAN SOSIAL DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
| No  Urajan Goabyngan ' Uraian Pemda_|
1 Pendapatan HXK Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah XK _ Pendapatan Asli Daerah
| 3 Pendaparan pajak daerahxsx *  Pendapatan pajak daerah xxx
|_#.___ Pendapatan rerribusi daerah axx. T ®  pendapawanrewribusi dagrahxex |
| B Hasil pengelolasn lekayaan { il
== R O S . daerahyangdipisahlkan % |
6 lwin-ain PADyangsah s | 7" lain-lain PAD yang sah xoox
7 Jumlah Pendaparan Asii Daerah sy Jumlah Pendapatan Asii Daerab oo
.8 Danaperimbangan [0y ——®_ Danawansfer  xux e
| D Lain-lain pendapatan yang sah [xonx —®__ Lain-lain pendapatan vang sah on
| 10 Jumlah pendapatan sk _ Jumlsh pendapatan X%
| 11 Beln.n]a Belanju
12 Belanja Tidak Langsung [ES5N Belanja Operasi RXK
| 121  Belanja Pegawai XK !Bela.n_]ﬂ Pegawar——®
| 123 Bunga  xxx  [Belanja Barang s )
154 Submidi XXX |
12.5 Hibah pre 'Bunga o]
| 126 Baowuan Sosial X {Subsidi i = s
_ 13__Firhmja Langsung T Jmmx Hibah T -
T Belanja pegawal o Barntuaﬁ-Sumﬂj xRX ]
. Belanja Barang dan Jasa [ =i
| 1)Hibah barang/jasa yang'
diserankan kepada pihald
keriga/masvarakat
Bantuan  sosial h.a.m.ng,f_;am
yang  diserahkan kepada,
| pihak keriga/ masyarakar
L JBarang/jasa selamn 1) dan 2 xxx .\_\ XRNK
[ Belann modal
I Jumlah belanja XXX T Jumbslihélarga | e
! 15 Surplus / defisit XK Surplus / defisﬂ XXX
“ 167 Pembiayaandaerah 1 7T ~ Pembiavaan daerah
IT Penierimaan pem Diavaan ! P — %  Penerimaan pembiayaanxst
T8 Pengeluaran pembigvaan | ank 4  Pengeluaran penibiayaan XK
19 Pemnbiayvasn neto ! KHK Pemblayaa.n neto XHX
|20 Sisa ik pembiayaan tahun il oo
| Sisa lebih pembiayaan iahun
== Berkenaan (SILPA] KX " berkenaan (STLPA] o

- |
L"i WALIKOTA SEMARANG / 5

HENDRAR PRIHADI
.



